s

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,
bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah
satunya memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten
untuk memungut pajak atas penyelenggaraan reklame;

Menimbang

o

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah
Tentang Pajak Reklame.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4483);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);

7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 138 Tahun 2005);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
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15.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2009 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAYONG UTARA
dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
L Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
¥esatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

P=meritah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Supati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD
2dalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Oinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kayong Utara.

S=iabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pzi2k Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
=ngsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
s=makmuran rakyat.

==k Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
Qﬁk Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

'?: Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga)
pulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali
pila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Paiak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
kestentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obiek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

. Beklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau
@inikmati oleh umum.

7. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai
imbalan atas penyelenggaraan reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah
Daerah.

P=nggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa
ticang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis,
b=k dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun
we=serasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

, Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;

| Penyelenggara Reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi
=t=2u badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama
s=ndiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungnya.

¥awasan/zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan
pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan
rekiame.

MNi=i Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan
pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau
penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan
rexiame, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan,
pengecatan, pemasangan dan lain sebagainya sampai bangunan reklame
s=lesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat
yang telah diijinkan.

M= Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah
weuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut
Serdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai

2spek kegiatan.

S.ur=t Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
‘sur=t yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
‘pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
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2a2n kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
k=tetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adzlah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pai2k karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
@engan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga dan atau
genda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
s=salahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
s=tentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
P22k Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
D=erah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan,
=%2u Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
®=t=tapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau
t=rmadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Waiib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
Barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
meraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

#2s Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
w nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan

Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
Hal 5



D=k Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
Reklame Papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya;
Reklame kain;

Reklame melekat (stiker);

Reklame seleberan;

Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

Reklame udara;

Reklame suara;

Reklame film/slide;

Reklame peragaan;dan

Rekiame apung.

‘, =cualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan Reklame yang diadakan khusus untuk
kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor;
iabel/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan
tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

subiek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
> Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

D=iam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi
=*=u badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.

J==2m hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut
meniadi Wajib Pajak Reklame.

BAB llI
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

D=sar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

sam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana

=ksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang

S2unzkan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumiah,
ukuran media Reklame.

hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame
=gaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak

: hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
=t=2hui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan
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menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Nzl sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Nilai
‘uzl Objek Reklame (NJOR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR),
‘@engan rumus : NSR = NJOR + NSPR.

NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung per satuan waktu
‘pemasangan reklame.

Pasal 5

DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dihitung berdasarkan
i reklame, dengan harga dasar ukuran reklame, jenis reklame, dan harga
sar jenis reklame, serta bahan reklame dan harga dasar bahan reklame,

@=ngan rumus sebagai berikut:

= (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) + (Jenis Reklame X
Harga Dasar Jenis Reklame) + (Bahan Reklame x Harga Dasar Bahan
Reklame).

¥SPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dihitung berdasarkan Nilai
"wnesi Ruang (NFR) lokasi pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai
==i Jalan (NFJ), dengan rumus : NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga Dasar

== perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
(6) serta Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame
=s=c==imana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel

» an=tapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

"ar+ Paizk Reklame terhadap produk rokok dan minuman beralkohol ditetapkan
shesar 25% (dua puluh lima persen).

ank Reklame selain terhadap produk rokok dan minuman beralkohol
pkan sebesar 15% (lima belas persen).
Pasal 7

. pai=k dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud
 P==al 6 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK, DAN
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8
2 t=rutang dipungut di wilayah Daerah.
Pasal 9

adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin atau jangka
i ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
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Pasal 10

Terutang adalah pada saat penyelenggaraan reklame dan/atau pada saat
a surat ketetapan pajak oleh Bupati dengan menggunakan SKPD atau
i2in yang dipersamakan.

BABV
PELAPORAN

Pasal 11

pribadi atau Badan yang akan menggunakan dan/atau
menyelenggarakan reklame di wilayah Daerah wajib melaporkan kepada Bupati
peiabat yang ditunjuk.
L= sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
nama dan alamat lengkap orang pribadi atau Badan yang menggunakan
~ @an/atau menyelenggarakan reklame;
2. =nis dan bahan reklame;
£ ukuran reklame;
2. =ama pemasangan reklame;
= lokasi pemasangan reklame;
f=nggal, bulan, tahun pemasangan reklame.
=0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya
paikan 30 (tiga puluh) hari sebelum penggunaan dan/atau
=lenggaraan reklame.

Pasal 12

=poran yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3),

“anjutnya digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang oleh
=1 atau Pejabat yang ditunjuk, dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan
B,

»=biiz berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada

=t (1) ditemukan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan reklame
=but. maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

n perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 13
sutan Pajak dilarang diborongkan.

=mungutan Pajak meliputi kegiatan pendataan, penetapan, pembayaran,
22ihan, pembukuan, pelaporan dan penyitaan.

=g=tan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah sesuai
perundang-undangan.

"at=cara pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 14
= =rdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati atau

p==bat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
‘=%=u dokumen lain yang dipersamakan.

lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
2is dan nota perhitungan.

dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

=1t

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15
S=mbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh

22 pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
smerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam
==lah penerimaan.

==mbayaran dan atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2=n ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang
‘persamakan.

Pasal 16
mbayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Reklame harus dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak
f=rbitkannya SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang merupakan
===l jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

=t atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
=ntukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

zangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga
=tesar 2% (dua persen) sebulan.

= lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tata cara
=sian SSPD, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

L atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak
=er=h apabila
. pei2k tahun berjalan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo

pembayaran;
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B dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

d ah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
820z ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
s=0esar 2% (dua persen) setiap bulan.

Sentuk, isi dan tata cara penagihan dengan STPD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
usan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
=nerbitkan Surat Paksa;

S=nagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
=ksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

20 pejabat yang ditunjuk dapat :

"=t=pkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)

= pokok pajak terhadap kegiatan penyelenggaraan Reklame yang tidak

= an kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud

2w Pasal 11 ayat (1);

m=t=pkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima
0 dari pokok pajak atas keterlambatan penyampaian laporan sesuai batas

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);

=pkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen)

=n dari jumlah pajak terutang, sejak jatuh tempo pembayaran

=imana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

2=t 2tau pejabat yang ditunjuk karena kewenangan atau atas permohonan

5 Pajzk dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau

.5 yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,

" =%=u kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan
2akan daerah;

D=t dapat

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
=nca, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
“ndangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
=Aiafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
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mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB
yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;
membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
k=mampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

=ntuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
si administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak

a =aimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XlI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 21

=0 Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
=ng ditunjuk atas suatu :

dan
ongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan
an perundangundangan perpajakan daerah.

wonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
an secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana
sud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa
%= waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
yang telah disetujui Wajib Pajak.

sratan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
= (1). ayat (2), dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga

=% dipertimbangkan.

penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat
unjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 22

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
= Heberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang

s=n Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
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sagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

so=bila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Supsti tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
=angsap dikabulkan.

=ngajukan keberatan sebagaimana dimaks

w=wajiban membayar pajak.

ud pada ayat (1) tidak menunda

Bagian Kedua
Banding

Pasal 23

ohonan banding hanya kepada Pengadilan
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

sohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
Jis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu
3 jtiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan

=ne=ratan tersebut.

zzjuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak
»ai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

ib Pajak dapat mengajukan perm
=& terhadap keputusan mengenai

—_——

Pasal 24

tau permohonan banding dikabulkan sebagian atau

k= pengajuan keberatan a
s=luruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah

zlan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua

empat) bulan.

=lan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
-.nasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

Delam hal keberatan Waijib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak

-nai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari
=h pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang

s=i=n dibayar sebelum mengajukan keberatan.
hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
‘perupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana di
v (3) tidak dikenakan.
3 hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
xenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari
=h pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran

==k yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

banding, sanksi administratif
maksud pada

BAB XlII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

Wzib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
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soayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan
urangnya :

mama dan alamat wajib pajak;

somor pokok wajib pajak daerah;

masa pajak;

pesamya kelebihan pembayaran pajak;

‘2lasan yang jelas.

atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
a permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran pajak
z==imana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

2 jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian
»an pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
%an dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

= Waijib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
=< terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

S=-z=mbalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama
=) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

iz pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan hari sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat
=mberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
w=s=rizmbatan pembayaran kelebihan pajak.

= cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
= ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya
E=Imana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan
~=—indahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA

Pasal 27

==k untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
‘melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
s=cuzli apabila wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan daerah.

wedaluwarsa penagihan  pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
t=riangguh apabila :

=2 diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

& =ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

D=lam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) hunuf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.
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=ngakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

=ngakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
uruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
sembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

wiang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
=nagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

=ti menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
arsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

=t= cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
S=e=turan Bupati.

BAB XV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

; Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
= 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
mbukuan atau pencatatan.

=ria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan
=w pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pasal 30

= berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
=nuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan

=n perundang-undangan perpajakan daerah.

_ Pajak yang diperiksa wajib:

=mperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

meniadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak
=ng terutang;

mberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

=szap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

313U
mberikan keterangan yang diperlukan.

lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan
=n Bupati.
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BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

*stansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar
s=ncapaian kinerja tertentu.

“=mberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
PEs=ran Pendapatan dan Belanja Daerah.

berian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
s%sanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 32

=520 pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
=g diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
=i=n atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-
Zan perpajakan daerah.

=ngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
¥ang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
= perundang-undangan perpajakan daerah.

tualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

%==0at dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam
Mo=ng pengadilan;
=202t dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk
=moberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
smerintah  yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
=an daerah.

#=pentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada
i=t s=bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
=SS pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
220 atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

#=pentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
= 2tas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan
' &cara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat
=na dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
12), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
&=n Wajib Pajak yang ada padanya.

hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan
=Sangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan
=%ara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan
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BAB XVIiI
PENYIDIKAN

Pasal 33

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

€. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang
dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

n. memoret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

Daerah;

memanggil orang atau di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

1. menghentikan penyidikan;

% melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Fl

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

Wajib Pajak yang karena kehilapannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

- @engan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

Senar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana

%urungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali
Jumizh pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
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Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali
Jumlah pajak g terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 35

moz2k pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
=%tu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau
=Tk a Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 36

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
{satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 37

32 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

al yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
ang mengenai pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 39
an Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

==r setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
=h ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong

Ditetapkan di Sukadana
y tanggal 2 Desember 2010

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2 Desember 2010

DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2010 NOMOR 51
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